BAB III
PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Dalam setiap perubahan peradaban menuju peradaban
yang baru memerlukan adanya penyesuaian dalam instuisi dan
berbagai cara hidup secara menyeluruh, mulai dari semua
pendekatan yang sesuai dengan tingkah laku manusia -
ekonomi, politik, sosial dan budaya - terutama bagaimana
terjadinya perubahan dari budaya materi menuju budaya
islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Sebuah persocalan dan tantangan bagi dunia 1Islam,
bagaimana membangun perekonomian agar tidak tertinggal
dengan industri-industri barat, baik yang kapitalis maupun
yang sosialis, dengan jalan mengikuti dan menarik simpati
salah satunya atau ketergantungan politik - ekonomi terus
menerus? Ataukah dengan cara rekonstruksi sosial - ekonomi
secara keseluruhan dengan model yang sama sekali lain :
menggunakan sejumlah asumsi, gagasan, pola pertumbuhan
yYang unik dan bernilai khusus?

Sebab, sebagian besar negara-negara Islam tidak
mampu menjalankan mesin pertumbuhan. Ekonomi mereka sangat
tergantung pada negara-negara barat dalam banyak hal -
dari impor bahan makanan, barang industri, dan teknologi
di satu sisi dan ekspor produk-produk primer di pihak

lain. (Khurshid Ahmad, 1997 : 3).
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Islam melihat pembangunan menurut pengertian yang

luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan
manusia seutuhnya (human development). Puncaknya adalah
kehidupan yang seindah-indahnya -pembangunan yang bermak-
sud menyusun rumusan dibidang ekonomi dab lain-lain.
(Anwar Ibrahim, 1997 : 63).
Dengan demikian tugas penting dalam teori pembangunan
ekonomi adalah mengkaji dan menjelaskan sifat dan proses
pembangunan dan faktor-faktor lain yang terkait, juga
mengidentifikasikan dan menganalisa kendala-kendala utama
dalam situasi tertentu, serta mencarikan jalan keluar yang
efektif sehingga tercapai pola-pola pembangunan ekonomi.
Usaha ini harus dilakukan dengan penuh semangat akademis
dan ilmiah.

Ilmu ekonomi pembangunan sekarang ini menghadapi
masa krisi dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari
berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan
mulai skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pemba-
ngunan kontemporer. Sebagian berpendapat, bahwa teori yang
didapat dari pengalaman pembangunan barat kemudian dite-
rapkan di negara-negara yang kurang berkembang jelas tidak
sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri-
karena mengandung unsur-unsur penyederhanaan, abstraksi
dan berbagai kepalsuan lainnya.

Untuk itu Islam sangat memperhatikan masalah pemban-

35



36

gunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian
dari persoalan dari persoalan yang lebih besar, yaitu
pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah mem-
bimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat.
Semua aspek vyang berkaitan dengan pembangunan ekonomi
harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara kese-
luruhan.

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk "meng-Islam-
kan ekonomi" mulai dari seminar, konferensi, penerbitan
literatur, pusat riset sampai ke bidang pendidikan. Dan
sampai penghargaan (award) diberikan kepada yang mempunyai
gagasan atau sumbangan yang besar pada konsep ini.

Gagasan ekonomi Islam, dimaksudkan sebagai pengganti
dari sistem ekonomi kapitalis-sosialis yang bukan saja
tidak sejalan dengan ajaran Islam, namun juga gagal meme-
cahkan berbagai problem ekonomi yang dihadapi terutama
oleh negara-negara dunia ketiga. Sistem ekonomi Islam ini
diharapkan mencegah ketidak adilan dalam penerimaan dan
pembagian sumber-sumber agar dapat memberikan kepuasan
kepada manusia. Dan memungkinkan mereka menjalankan perin-
tah Allah. Islam mewajibkan zakat dan mengharamkan riba,
mengijinkan kepemilikan pribadi, tetapi juga memberikan
hak kepada masyarakat untuk menyebarkan (mentasyarubkan)
kembali kekayaan pribadi, melarang pemilikan tanah yang

diluar kemampuan seseorang atau keluarganya untuk mengelo-



lanya. Ketentuan-ketentuan ini kalau dilaksanakan, diyaki-
ni akan menciptakan suatu masyarakat yang memiliki segala
keunggulan dalam keadilan dan kesamaan, pemerataan dan
kerja sama, serta dinamisme ekonomi dan pertumbuhan. (P.A.

Riafi Hasan, dalam jurnal Ulumul Quran, No 9. 1997/3).

A. Sistem Ekonomi dalam Prespektif Islam
1. Paradigma Ekonomi Islam

Terdapat keterkaitan antara agama dan ekono-
mi; Micheal Mayer mendefinisikan agama sebagai
perangkat kepercayaan dan aturan pasti untuk mem-
bimbing manusia dalam interaksinya terhadap Tuhan,
sesama, dan dirinya sendiri. Sementara secara seder-
hana, Muhammad Abdullah Draz menyebutnya sebagai
pcta perbuatan. (Manzer Kaht, 1995 : 1). Dari dua
pendefinisian tersebut, bisa dipahami bahwa bagian
dari cakupan agama adalah perilaku manusia dalam
semua tahap dan aspeknya. Hal ini juga mencakup
kepercayaan (dalam arti luas) yang turut menentukan
perlaku serta bebagai tujuan akhirnya.

Sedang ekonomi pada umumnya - sebagaimana
dikemukakan Paul A. Samuelson dan Edusan Mansfield
--didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku
manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-

sumber produktif yang langkah untuk memproduksi
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barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk
dikonsumsi. (Monzer Kuht, 1995 : 2). Sementara WJS
Poerwodarmiﬁto (1976 : 267) menyebut bahwa ekonomi
merupakan suatu pengetahuan dan penyelidikan tentang
asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian ba-
rang-barang serta kekayaan. Selanjutnya, tentu saja
--menurutnya pula-- ini relatif berbeda dengan apa
yang disebut perekonomian, keekonomian, terlebih
berekonomi yang cenderung bermakna operasional-
implementatif.

Dari sini dapat dimengerti bahwa bidang
bahasan ekonomi adalah satu faktor dari perilaku
manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi,
dan konsumsi. Ini tampak jelas dari komparasi antara
‘definisi ekonomi dengan agama, dimana yang disebut
mula memperbincangkan tatanan dari lingkup cakupan
yang disebut kemudian. Itu artinya, setiap agama
(umumnya) memiliki ajaran sendiri mengenai cara
manusia mengorganisasikan kegiatan ekonomi penga-
nutnya, tak terkecuali Islam.

2. Re-definisi Ekonomi Islam

Suatu persoalan yang mendasar timbul tatkala
ekonomi (menurut) Islam diurai secara definitif.
Menurut Muhammad Abdul Manawi (1993 : 13), bahwasan-

ya selalu terjadi semacam "disinterprestasi" yang



klise dikala Ekonom Muslim mencoba melakukan pende-
finisian terhadapnya; apakah ia merupakan sistem
ataukah suatu ilmu (pengetahuan).

Pemahaman yang berbeda pada paparan awal terha-
dap apa yang disebut Ekonomi Islam - secara langsung
ata tidak langsung --akan pula melahirkan suatu
konklusi yang berbeda pula. Dan bukan tak mungkin
ditatanan strategis --metode pada proses implementa-
sinya juga different-- ini bila pendefinisian Ekono-
mi Islam dianggap suatu dasar kerangka filosofis.

Adanya "kesulitan®™ dalam memformulasikan apa
yang disebut Ekonomi Islam sekaligus muatannya.
Kesulitan semacam itu sebetulnya tak hanya pada
bidang ekonomi, tapi pada hampir semua kajian yang
memperbincangkan berbagai aspek Islam non-ekonomi.
Kesulitan ini timbul lantaran dari hakekat sumber-
sumber Islam sendiri (al-Quran - as-Sunnah) sebagai
firman, sekaligus petunjuk. Al-Quran tidak “tersusun
secara sistematik" dalam beberapa bab dan sub-sub
yang masing-masing menyoal satu aspek kehidupan
manusia tertentu; hukum, ekonomi, politik, dan
sebagainya. Bahkan tak jarang juga hal-hal vyang
bersifat ritual-trasendental. Dan pula tanpa "judul-
judul” dimana dapat ditemui beragam aplikasi dan

aturan perilaku secara teknis-praktis. Terkecuali
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dalam hal tertentu, semisal hukum (waris), ia hanya
menyinggung satu dua statement dan atau "alternative
solving” secara global yang langsung-tak langsung
mengajak umat Islam mengembangkannya dan melakukan
upaya interpretatif dalam rangka pengabstraksian
konsep, teori, dan definisi-definisi (dalam arti
luas) berdasar prinsip-prinsip dasar yang dimaklu-
matkan al-Quran dengan sembari memperhatikan fenome-
na kehidupan yang tengah berlangsung. Kenyataan ini
tak jauh berbeda dengan sumber kedua, sunnah Nabi,
lalu dari sini bisa diambil satu logika awal bahwa
sebenarnya tidak ada sama sekali teori atau konsep
Ekonomi Islam yang tertulis dan tertata dalam pe-
ngertiannya yang ketat dengan satu "Kodifikasi".
Itulah mengapa, Monzer Kaht (1995 : 11) memberi
satu penegasan bahwa segala apa yang dianggap kon-
sepsi Ekonomi Islam pada dasarnya bukanlah pandangan
Islam (dalam artian mutlak dan tertentu, pen.),
tetapi ia tak lebih sekedar pandangan orang (sarja-
na, intelektual, ulama) muslim yang berplatformkan
al-Quran dan as-Sunnah. Sebab bagaimanapun --mengu-
tip Kaht lagi-- berbagai realitas implikasi dari
kondisi ruang dan waktu yang berbeda diantara mereka
terhadap teoritisasi (Ekonomi Islam) tersebut tak

dapat dipungkiri.



Sebagai dasar konsepsi Ekonomi Islam, tercer-

minkan dalam sunnah Rasulullah, Saw. yaitu:
\ | ,‘ “L. . ‘ . (2]
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Artinya: "Seseorang diantra kamu mengambil tali,
dia kembali dengan seikat kayu dan men-
jualnya, sehingga Allah memberikan kecuku-
pan baginya, itu 1lebih baik daripada
meminta krpada orang lain yang mungkin
diberi dan mungkin tidak.

Dari hadist tersebut di atas dapat dipahami
yang pertama dengan pembawa tali dan mengambil kayu
sebagai produsen menjual kayu sebagai distributor-
nya dan pemakai kayu sebagai komsumennya. Demikian

pula hadist yang lain :

J—mem L 0lon Lo Tas Llaks 1 1Y
0 b Jas o JEL 5513 dst s 315 0

Artinya: "Tidak ada sama sekali makanan yang dima-
kan oleh seseorang yang lebih baik dari
pada makanan yang diusahakan senddiri dan
sesungguhnya Nabi Daud itu memakan makanan
yang diusahakan sendiri.

Lantas apakah Ekonomi Islam merupakan suatu
ilmu ataukah sistem? Ataukah justru adalah keduan-

ya; 1ilmu sekaligus sistem? Terjadi differensiacsi



anggapan dikalangan para Ekonom Muslim, perkataan
sistem diartikan sebagai suatu keseluruhan yang
kompleks; suatu susunan hal atau bagian yang saling
berhubungan (WJS Poerwodarminto, 1976 : 955).
Sementara "ilmu" menurut Poerwodarminto - adalah
pengetahuan yang dirumuskan tentang segala hal,
fisik maupun meta fisik (1976 :267). Sejalan dengan
definisi sistem ini dapat dikatakan bahwa Ekonomi
Islam sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata
kehidupan lengkap berdasar empat bagian pengeta-
huan, yakni pengetahuan yang diwahyukan (al-Quran),
teori dan praktek Rasul (as-Sunnah - al-Hadits),
deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsen-
sus bersama (ijma'). Sistem ini memuat suatu meka-
nisme yang built-in sebagai upaya—ﬁpaya pemikiran
(ijtihad) tentang beragam persoalan baru, sepanjang
jauh tidak kontradiktif dengan komponen dasar dari
sistem itu. (Muhammad Abdul Manan, 1993 : 16).
Dengan demikian jelas bahwa suatu sistem (Ekonomi
Islam) memuat prinsip-prinsip yang juga mengatur
seluruh tata kehidupan. Prinsip tersebut (al-Quran
dan as-Sunnah) harus didudukkan dalam suatu kerang-
ka yang mutlak.

Menurut M.A. Manan (1993 :16) dari prinsip-

prinsip tersebut dapat dikembangkan suatu kerangka
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konseptual yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan
perilaku ekonomi masa lalu, realias empirik aktual,
maupun realitas masa depan. Hal ini memungkinkan
terjadinya proses pengembangan yang evolusif dari
Ekonomi. Islam - sebagai ilmu. Maka suatu teori
Ekonomi Islam dapat diganti atau diubah, sejauh
senantiasa tunduk pada ketentuan-ketentuan dasar
Islam (syari'at). Ini berarti bahwa kendati Ekonomi
Islam merupakan bagian dari suatu sistem, namun
juga merupakan ilmu (pengetahuan). Dengan paradigma
dimaksud, maka logis M. Dawam Raharjo mengungkapkan
perlunya “islamisasi® terhadap ilmu ekonomi yang
mengutip Safruddin Prawiranegara - dimana-mana
secara universal tak berbeda. Hal yang membedakan
adalah moral ekonominya. Dengan demikian itu, pada
gilirannya nanti akan melahirkan apa yang disebut
(sistem) Ekonomi Islam; yang merupakan suatu bentuk
pengetahuan penyelenggaraan ekonomi menurut prin-

sip-prinsip Islam.

3. Nilai dan Kajian Ekonomi Islam
Setiap sistem ekonomi, pasti didasarkan atas
ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya.
Validitas sistem ekonomi dapat diuji dengan konsis-

tensi internalnya, kesesuaian dengan berbagai sistem



yang mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, dan
kemungkinannya untuk berkembang dan tumbuh sebagai
konsekuensi-nya suatu sistem yang mendukung Ekonomi
Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan panda-
ngan Islam terhadap Kehidupan. (Monzer Kaht, 1995 :
5).

Dengan sistematis diartiakan bahwa kita hen-
daknya dapat menggolongkan nilai-nilai menurut
hirarki tertentu sehingga dapat menarik hubungan-
hubungan nilai dan interaksinya dan dengan demikian
eksistensinya suatu sistem dapat dijelaskan. Hirarki
nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan kepada
kita hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerang-
ka referensi yang selalu berubah, maupun yang bersi-
fat mutlak. Oleh karena itu sistematisasi hierarki
nilai dari suatu sistem pada dasarnya sama, yang
membedakan ialah substansi nilai tersebut yang
ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran terten-
tu. Bagaimanapun juga pembicaraan ekonomi dan nilai
berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu, untuk
melihat nilai islami pada manusia, perlu menelusuri
bagaimana pandangan Islam tentang manusia dan bagai-
mana pula pandangan Muslim terhadap Islam yang
dianutnya.

Islam memandang manusia dari unsur jasmani dan
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rohani, dan kebutuhan antara keduanya harus seim-
bang. Jadi tujuan yang dicapai manusia menurut
konsep Islam adalah memperoleh kebahagiaan dan
kesejahteraan melalui pemenuhan secara seimbang
antara Jjasmani dan rohani. Itu berarti mencapai
kebutuhan tertinggi melalui penyempurnaan diri
sebagai manusia (insan kamil). Al-Farabi dalam
tulisannya Muhtar Ahnad (Ulumul Quran edisi 9, vol
11, 1991 : 8-9) mengatakan, bahwa ‘kesempurnaan
manusia hanya pada tingkat individual. Ia berpenda-
pat bahwa manusia tidak mungkin mencapai taraf
kesempurnaan yang diciptakan menurut alam fitrahnya
saja, kecuali dengan hidup bermasyarakat, saling
membantu, dan bekerja sama satu sama lainnya untuk
memenuhi kebutuhan bersama. Dari uraian diatas, bila
dihubungkan dengan ekonomi, maka Islam secara menda-
sar jelas mengakui hak-hak individual dan masyarakat
(umum) serta perlunya kerja sama dalam mewujudkan
kebahagiaan dan kesejahteraan agar dapat mencapai
taraf kesempuranaan. Jadi Islam tidak hanya memen-
tingkan akan hak-hak individu dan persaingan secara
bebas atau hanya mengenal hak-hak masyarakat yang
diwakili negara atau oleh penguasa dengan perjuangan
kelas dalam sistem komunis. Maka fungsi sistem

Ekonomi Islam adalah untuk memecahkan masalah ekono-
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mi dalam kaitannya dengan keadilan yang dicita-
citakan. Juga Islam terlebih dahulu tidak merumuskan
bahwa individu ketika berusaha merelasisasikan
kepentingannya, sebenarnya juga merealisasikan
kepentingan orang banyak dan selanjutnya terus me-
nerus mendahulukan kepentingan individu atas kepen-
tingan orang banyak.

Dari uraian diatas , bahwa kajian Ekonomi Islam
dapat ditarik benang merah adalah; Pertama, kajian
Ekonomi Islam dalam lingkup normatif, dalam upaya
menjelaskan nilai-nilai filosofis ~--normatif--
terutama perbandingan sistem ekonomi dan sejarah
perkembangan pemikiran ekonomi. Kedua, kajian ten-
tang hasil pemikiran atau penyelidikan para pakar
ekonomi atau sosiolog. Ketiga, kajian antara perila-
ku ekonomi Muslim dengan konsep sistem Ekonomi Islam
yang teoritis. Keempat, kajian perbandingan antara
sistem Ekonomi Islam dengan sistem Ekonomi Kapitalis
dan Sosialis serta perkembangan ekonomi kontemporer

(gejala perkembangan sistem ekonomi dunia) .

Nilai Dasar Ekonomi Islam
Berangkat dari awal keberadaan manusia sebagai
subyek dan obyek ekonomi --produsen dan juga konsu-

men-- maka kecuali upaya pembenahan sistem ekonomi
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seperti peningkatan partisipasi permodalan swasta,
hal yang tak kalah pentingnya adalah menggarap
ketrampilan dan daya kemampuan pelaku ekonomi itu
sendiri, yang berkaitan dengan usaha atau ikhtiar
manusia. (Sahal Mahfudz, 1994 : 155).

Dalam disiplin figh --meskipun ekonomi sendiri
bukan merupakan komponen figh --ikhtiar dalam arti
yang luas disinggung karena erat kaitannya dengan
usaha ekonomi. Kita mengenal pasal-pasal mu'amalat
sebagai modifikasi hukum yang mengatur bentuk-bentuk
transaksi perekonomian secara lengkap dan terinci. v/

Pendekatan Islam terhadap hak dan harta benda
(property right) cukup unik dan berlawanan dengan
sistem-sistem lainnya. Dalam Kapitalisme yang menga-
nut asas laissez faire, hak pemilikan perorangan
adalah absolut, tanpa batas, terjaminnya kebebasan
memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi
menurut persaingan bebas, dan norma-norma individu
ditarik dari individualisme dan utilitarianisme yang
mana tiap komoditi itu dianggap baik secara moral
dan ekonomi sepanjang dapat dijual.

Nilai-nilai dasar ekonomi sehingga implikasi

dari asas filsafat Tauhid adalah sebagai berikut :

a. Pemilikan (Ownership)



Pemilikan dalam ekonomi Islam pada dasar-
nya pemilikan terletak pada memiliki kemanfaa-
tannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap
sumber-sumber berekonomi.

Pemilikan terbatas pada sepanjang usia
hidupnya di dunia, dan bila orang itu mati harus
didistribusikan kepada ahli warisnya menurut
ketentuan Islam.

Pemilikan perorangan tidak. dibolehkan
terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut
kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang
banyak.

Keseimbangan (equilibrium)

Keseimbangan yang pengaruhnya terlihat
pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim,
misalnya kesederhanaan (moderation), berhemat
(parsimoney) dan menjauhi pemborosan (extra
vagance). Konsep keseimbangan iini tidak hanya
timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan pada
dunia akherat saja, tetapi juga terkait dengan
kepentingan (keabsahan) perorangan dengan kepen-
tingan umum yang harus dipelihara. Konsep nilai
kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi
terutama dalam menjahui konsumerisme.

Dan menjauhi pemborosan berlaku tidak
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hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja,
tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berle-
bihan.
Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang komperehen-
sif mengangkat semua segi kehidupan umat manusia.
Keadilan juga membuahkan keseimbangan, kesesuaian
dan keselarasan dengan keadilan hukum. dan setiap
bentuk vyang berlawanan dengan sifat adil itu
dipandang sebagai penindasan. Seperti yang dika-
takan Amir Akhtar, dikerangka kerja struktural
sistem ekonomi Islam di Etika Ekonomi Politik
(1997:85). Bahwa keadilan dan keamanan membentuk
basis sistem ekonomi Islam. Keduanya diperlukan
agar tercipta manusia yang bertakwa dan saleh.
Setiap pilihan ekonomi juga dilengkapi dengan
pilihan etis terutama bagi wiraswasta, Apakah ia
membuat kebijakan tentang harga mengalokasikan
sumber daya atau membagi-bagi keuntungan, semua-
nya harus dikaji dari aspek ekonomi maupun etis.

Ini semua berarti bahwa nilai itu sangat
penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehi-
dupan hukum, sosial politik dan ekonomi. Untuk
keadilan harus diterapkan dalam semua kehidupan

ekonomi, dalam proses produksi dan konsumsi
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misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur
efisiensi dan pemberantasan keborosan sesuai

dengan surat al—Baqarah : 195;

"\QLQ.@\,AW_,M}A“
- 3\ g_,_f-d}.;\u \9,\..“:»\9

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu)
dijalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri kedalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berbuat baik". (Depag RI, 1983 :
47) .

Dari sini seorang Muslim harus berupaya
menghindarkan diri dari membuat transaksi yang
semu atau meragukan, sebab dalam sistem ekonomi
setiap pribadi mesti juga dikaji dari sudut
religius. Sementara dalam sistem ekonomi yang
lain hanya dilihat dari bagian masyarakat saja.
Sistem ekonomi yang lain tidak mengenal istilah
pertimbangan nilai, sebaliknya dalam sistem
Ekonomi Islam setiap individu harus mempertim-
bangkan ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Dengan
demikian prinsip asasi keadilan dari sistem
Ekonomi Islam adalah :

Keadilan dalam produksi --dimana Islam

mengakui hak manusia mencari nafkah sesuai dengan

kemampuan kecakapan dan bakat alam, tetapi tidak
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memperkenalkan merusak moral atau menghancurkan
tatanan sosial, keadilan sosial; semua pengeluar-
an yang merusak moral dan masyarakat dilarang,
seperti judi, zina, dan semua bentuk yang merusak
jiwa. Keadilan dalam distribusi; kekayaan tidak
boleh terpusat ditangan sekelompok orang dan
semua faktor produksi harus memiliki andil jelas
terhadap pendapatan nasional. (Amin Akhtar, 1997
87) .

Watak utama nilai keadilan yang dikemuka-
kan di atas adalah bahwa masyarakat ekonomi
haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat
makmur dalam keadilan dan keadilan dalam kemak-

muran.

B. Prinsip Perdagangan dan Perniagaan dalam Islam

Setiap dari perubahan dari satu pola ke pola
hidup yang lain atau perubahan-perubahan peradaban
--persoalan ekonomi-- menuju peradaban yang baru,
memerlukan adanya penyesuaian dalam instuisi yang ada.
Karena itu Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manu-
sia yang halal - kegiatan yang sesuai dengan Jjiwa
Islam. Perniagaan, mitra usaha perdagangan, koperasi,
perusahaan saham bersama adalah kegiatan dan operasi

ekonomi yang halal; seperti disinyalir dalam surat al-
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Artinya: "Orang-orang Yyang makan (mengambil)
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal dida-
lamnya®. (Depag RI, 1983 : 69).

Sistem ekonomi Islam telah memberi batasan-
batasan pegangan dalam perdagangan yang merupakan
prinsip dasar adalah tolak ukur dari kejujuran, keper-
cayaan, dan ketulusan. Karena perdagangan dan pernia-
gaan dalam negara Islam secara pokok berbeda dari
pengertian modern tentang perdagangan dan perniagaan.
Perdagangan dan perniagaan dalam Islam dihubungkan
nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan
modern adalah sebaliknya (Abdul Mannan, 1995 : 289).

Nilai-nilai moral dalam perdagangan dan pernia-
gaan dalam Islam adalah untuk menghindarkan akan saling

mewujudkan akan konsep baik dan buruk dibidang kehidu-
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pan ekonomi yang didasarkan pada konsep pemuliha terha-
dap anak Adam.

Al -Quran telah mwmengidentifikasikan beberapa
perlambangan tujuan-tujuan hidup diantaranya falah
(kemenangan, kesuksesan, keberuntungan) , hasanah
(kehidupan yang baik), negara atau masyarakat yang
makmur, kebahagiaan, sakinah (ketentraman, aman terja-
min), kemuliaan hidup, bebas dari kelaparan, kebaha-
giaan dan kemakmuran. Dengan demikian moral mekonomi
dan moral lain yang diakui dan dijelaskan, merupakan
bagian dari mekanisme yang dapat membawa masyarakat
untuk mencapai tersebut sebab sebagaimana pasar sistem
moral yang berlaku dalam masyarakat adalah juga cara
suatu masyarakat untuk mengatur hidup dalam. (Dawam
Raharjo, 1990 : 26).

Untuk itu Islam memperhatikan hal-hal yang
berkaitan dalam perniagaan dan perdagangan barter,
usaha monopoli, usaha spekulatif, transaksi masa depan,
perdagangan Internasional dan banting harga, perdagan-
gan dan bunga.

Dalam persoalan perdagangan yang memakai sistem
barter Islam membolehkan, asalkan barang yang dibar-
terkan tidak ada cacat yang disembunyikan, walaupun ada
cacat harus ditunjukkan ini sesuai apa yang di al-

Qur'an an-Nisa ayat 2:
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Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim
(yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu
menukar yang baik dengan yang buruk dan
jangan kamu makan harta mereka bersama-sama-
mu. Ssungguhnya tindakan (menukar dan mema-
kan) itu adalah dosa besar". ( Depag RI 1983

114).

Monopoli biasanya mengacu pada pengawasan terha-
dap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat
bila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komo-
diti yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan lainnya.
Pengaruh yang ditimbulkan oleh unsur monopoli terhadap
keselarasan harga dan kuantitas yang dilakukan oleh
monopoli adalah dalam bentuk mengubah harga barang
produksinya lebih tinggi dan jumlah barang produksinya
lebih kecil dibandingkan dengan keadaan pasar persai-
ngan sempurna. (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991
126)

Dengan adanya motif untuk memaksimumkan keuntun-
gan, maka perusahaan monopoli akan mewujudkan suatu
fenomena anti-sosial. Karena dalam perekonomian Islam
yang terpenting ialah keinginan mencapai keuntungan
sosial yang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan monopoli bisa tidak bertentangan

dengan nilai-nilai apa yang terdapat dalam Islam jika



dalam pelaksanaan monopoli adalah bahwa ia akan menu-
runkan harga atas barang-barang produksinya dan mening-
katkan outputannya pada tingkatan yang sesuai sebagai-
mana yang terdapat dala perusahaan persaingan sempurna
dengan syarat ia mengurangi keuntungan yang diperoleh-
nya pada tahap yang tidak melebihi tingkat keuntungan
normal. Dan perlu dicatat, monopoli timbul mengakibat-
kan persaingan-persaingan (persaingan sehat) tidak
hanya pemborosan sumber daya tetapi peningkatan dalam
sumber daya. Begitu juga usaha spekulatif, dibolehkan
sejauh spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu
produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak,
tetapi apabila para spekulan mementingkan diri sendiri
tanpa mementingkan kepentingan banyak, apabila dengan
cara menciptakan kelangkaan barang dan komoditas secara
dibuat-buat. Transaksi masa depan perdagangan interna-
sional dan banting harga, perdagangan dan bunga, diper-
bolehkan oleh Islam asal memberikan kemaslahatan yang
sebesar-besarnya kepada kepentingan sosial, tetapi

persoalan "bunga", Islam tetap melarang.
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